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PUTUSAN
Nomor 6618/Pdt.G/2024/PA.Sor
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Pepi Krisnawati binti Endang Hermawan, tempat dan tanggal lahir Bandung,
28 November 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kp.
Rancasabir RT.003 RW.002, Malakasari, Baleendah, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang,
dengan nomor register 4122/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 17
Oktober 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa
Hukumnya yang bernama Yusni Hudaya, S.H  Advokat,
Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kp.
Rancatungku RT.06 RW.01 Desa Rancatungku Kec.
Pameungpeuk Kab. Bandung, dengan domisili elektronik pada

alamat email hudayayusni@gmail.com, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Atma Wijaya bin Busro Alm, tempat dan tanggal lahir Serang, 23 Februari
1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di D/A. Bu Ruminah Pak Busro (Alm) JI. Agusju
No.147 Komplek KPN RT.002 RW.010, Sumur Pecung, Serang,
Kota Serang, Banten 085972979383, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register
perkara Nomor 6618/Pdt.G/2024/PA.Sor, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2007 telah dilangsungkan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1512/36/XI11/2007, tanggal 9 Desember
2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama di Jl.
AgusJu No.147 Komplek KPN RT.002 RW.010 Desa Sumur Pecung,
Kecamatan Serang, Kota Serang Banten;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai
dengan sekarang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
4.1. Kheisa Nafisah, Perempuan, Lahir pada tanggal 03 Nopember 2008;
4.2. Mikayla Rizqgita Putri, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Februari 2016;
4.3. Rafaeyza Karim Wijaya, Laki-laki, Lahir pada tanggal 05 Desember
2020;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami
istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga harmonis, dan mereka saling
mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang
sudah dicita-citakan semenjak awal pernikahan, dan hal tersebut sesuai pula
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis.
Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan seperti yang

tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai
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Penggugat dan Terguggat. Sebagai sepasang suami istri telah berupaya
sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan pernikahan ini, tetapi upaya
tersebut sepertinya sulit terwujud sehingga Penggugat mengajukan gugatan
cerai ke Pengadilan Agama Soreang kelas IB;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang disebabkan

6.1 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat/ KDRT

memukul yang disebabkan Tergugat mabuk pil dan Alkohol;

6.2 Tergugat tempramen dan suka marah-marabh;
“Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di
atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu)
Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum
Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan
rohmabh telah tidak dapat dicapai lagi ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung
secara terus menerus, hingga puncaknya pada Agustus 2024 Tergugat dan
Penggugat pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya
suami istri lagi hingga saat ini selama 1 (satu) bulan dan yang pertama
keluar atau pindah rumah dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa Upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu
maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi
tidak berhasil;
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenunhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera
yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan

jalan yang lebih maslahat.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis
Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang terhormat, untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Atma Wijaya bin Busro
(Alm)) terhadap Penggugat (Pepi Krishawati binti Endang Hermawan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
SUBSIDAIR :
Apabila dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan
dan surat kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi
Berita Acara Pengambilan Sumpah kepada Majelis Hakim, yang masing-masing
telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:
. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor
PR.06.01/188/SKD/1X/2024 tanggal 02 September 2024 atas nama
Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan
Baleendah, Kab. Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua
Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1512/36/XI1/2007 Tanggal 09
Desember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf,
membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
Il. Bukti Saksi
1. Soni Adam bin Atep, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ranca Sabir, Rt
2, Rw 2, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu, telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di JI.
AgusJu No.147 Komplek KPN RT.002 RW.010 Desa Sumur Pecung,
Kecamatan Serang, Kota Serang Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal di Rancasabir,
Malakasari, Baleendah, Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Tergugat temperament suka marah-marah, sering minum-minuman

memabukan, narkoba, dan pernah melakukan kekerasan KDRT dengan

menyeret dan menampar Penggugat didepan umum warung kopi;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran sampai

Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Agustus 2024;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun

tidak berhasil;
2. Lena Yuliana binti Nana Sanjaya, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kampung Ranca Emas, Rt 8, Rw 9, Kelurahan Rancamanyar, Kecamtan
Baleendah, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai saudara sepupu, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di JI.

AgusJu No.147 Komplek KPN RT.002 RW.010 Desa Sumur Pecung,

Kecamatan Serang, Kota Serang Banten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal di Rancasabir,

Malakasari, Baleendah, Bandung;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Tergugat temperament dan pernah melakukan kekerasan KDRT

dengan menyeret dan menampar Penggugat di depan saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran sampai

Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun
tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa
dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Yusni Hudaya, S.H dan
rekan sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut Majelis Hakim
menilai penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara dan telah
menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang
dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara
Pengambilan Sumpah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 juncto
Pasal 4 ayat (1) junctis Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, maka secara formil berhak
bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang

ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
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berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai
(vide - bukti akta nikah), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk
bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat
adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun oleh karena perkara ini
perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah
Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap
Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan
Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai,
(2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah
tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum
adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1 dan
P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam
persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang merupakan
keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat sebagai warga di wilayah
Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara
relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada
bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

Ol s:l" oSl el AN

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai
ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah
bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak
ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang
yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam
perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang kenal dengan
Penggugat maupun Tergugat, dan memberikan keterangan masing-masing
secara bergantian di bawah sumpahnya dimuka sidang, oleh karena itu saksi-
saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara in,
sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka
telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan
bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung
kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat
kepada Penggugat, dan sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak
berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut
merupakan garinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka
Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua
belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang
termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalag yang
menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang
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berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan
semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat melakukan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah
mengabaikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, sehingga gugatan
Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiqg, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid Il, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan
sebagai berikut:
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Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga

Putusan Nomor 6618/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan
perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Atma Wijaya bin
Busro Alm) terhadap Penggugat (Pepi Krisnawati binti Endang
Hermawan);
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp183.000,00- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky,
S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Dr.
Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni,

Putusan Nomor 6618/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 13 dari 14 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Yenni, S.Sy.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000
- Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000
- Redaksi : Rp10.000
2. Biaya Proses : Rp75.000
3. Panggilan : Rp38.000
4. Meterai : Rp10.000
Jumlah : Rp183.000

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
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